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RINGKASAN EKSEKUTIF 
SURVEI KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TAHUN 2016 
 
 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk 
meningkatkan kinerja program dan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 
Salah satunya adalah dengan peningkatan layanan prima (service excellent) dan 
layanan yang berorientasi kepada pemangku kepentingan.  
 
Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali 
melaksanakan ñSurvei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Satisfaction 
Survey, SSS)ò. SSS tahun 2016 dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal 
(penerima manfaat Kemendikbud langsung) dan eksternal (penerima manfaat 
Kemendikbud tidak langsung), baik individu, kelompok ataupun lembaga (Tabel 1 dan 
Tabel 2) di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia.  

 

Tabel 1. Kategori Responden Bidang Pendidikan 

No. Kategori Stakeholder Kemendikbud 

1. Internal (Penerima 
Manfaat Langsung) 

a. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal  

¶ Peserta PAUD (diwakili orang tuanya); 

¶ Pamong Belajar Pendidikan Non Formal dan 
Informal;  

¶ Peserta, Pelaksana dan Lembaga PAUDNI (PKBM, 
Kursus, SKB) 

b. Pendidikan Dasar 

¶ Peserta Didik SD-SMP (diwakili orang tuanya) 

¶ Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD-SMP 

¶ Komite Sekolah SD-SMP 

¶ Manajemen/Pengelola SD-SMP swasta. 
c. Pendidikan Menengah 

¶ Peserta Didik SMA 

¶ Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA 

¶ Komite Sekolah SMA 

¶ Manajemen/Pengelola SMA Swasta 
d. Pendidikan Kejuruan 

¶ Peserta Didik SMK 

¶ Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK 

¶ Komite Sekolah SMK  

¶ Manajemen/Pengelola SMK Swasta 

2. Eksternal (Penerima 
Manfaat Tidak 
Langsung) 

¶ LSM/NGO/Mitra Pendidikan 

¶ Media Massa (Wartawan Bidang Pendidikan) 

¶ Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 

¶ DPR/DPRD (Komisi Bidang Pendidikan, Komisi 
X/E) 
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Tabel 2. Kategori Responden Bidang Kebudayaan 

No. Kategori Stakeholder Kemendikbud 

1. Internal (Penerima 
Manfaat Langsung) 

¶ Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA 

¶ Pengelola Situs atau Cagar Budaya  

¶ Pengelola dan Pelaku Seni di Taman Budaya 

¶ Komunitas Budaya 

¶ Komunitas Seni 

¶ Komunitas Film 

¶ Keraton 

¶ Pengurus Organisasi Kepercayaan 

¶ Komunitas Adat 

¶ Sanggar seni-budaya 

¶ Pemuka Adat 

2. Eksternal (Penerima 
Manfaat Tidak 
Langsung) 

¶ Masyarakat Umum *) 

¶ LSM/NGO/Mitra Kebudayaan 

¶ Media Massa (Wartawan Bidang Kebudayaan) 

¶ Dinas Bidang Kebudayaan Daerah 

¶ DPR/DPRD (Komisi Bidang Pendidikan, Komisi X/E) 
Catatan:  
*) Masyarakat Umum pada awalnya berada pada kategori responden internal namun sesuai kesepakatan 
rapat pada 21 Desember 2016, Masyarakat Umum menjadi responden pada kategori eksternal karena 
diasumsikan bahwa masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan yang tidak menerima manfaat secara 
langsung. 

 
Parameter survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan diukur 
melalui 9 (sembilan) Parameter sesuai Permen PAN Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 
2014, 13 (tiga belas) parameter Layanan bidang Pendidikan dan 10 (sepuluh) parameter 
bidang kebudayaan (Tabel 3.). Namun berdasarkan kesepakatan rapat pada awal 
Nopember 2016 bahwa parameter biaya/tarif dari Permen PAN RB tersebut tidak 
dijadikan alat ukur sehubungan dengan layanan Kemendikbud adalah layanan yang 
bebas biaya. 
 

Tabel 3. Parameter Survei Kepuasan  
Pemangku Kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Permen PAN RB 
No.16/2014 

Layanan Bidang Pendidikan 
Layanan Bidang 

Kebudayaan 

1. Persyaratan 
2. Prosedur 
3. Waktu Pelaksanaan 
4. Biaya/Tarif (Tidak 

diukur) 

5. Produk Spesifikasi 
Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi 
Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 
8. Maklumat Pelayanan 
9. Penanganan 

Pengaduan, Saran 
dan Masukan 

1. Kurikulum  
2. Peningkatan Kapasitas 

Pendidik danTenaga 
Kependidikan (PTK) 

3. Sertifikasi Guru  
4. Pengembangan Karir dan 

Kepangkatan Guru 
5. Tunjangan Profesi Guru  
6.  Program Indonesia Pintar 

(PIP) 
7. Ujian Nasional (UN) 
8. Pendidikan Keluarga 

(Kemitraan antara Keluarga 
dan Sekolah) 

1. Revitalisasi Cagar 
Budaya dan 
Permuseuman  

2. Pemeliharaan Cagar 
Budaya  

3. Registrasi Cagar 
Budaya  

4. Revitalisasi Taman 
Budaya  

5. Fasilitasi Kegiatan 
Budaya  

6. Bantuan Sosial 
(Bansos) Komunitas 
Budaya  
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Permen PAN RB 
No.16/2014 

Layanan Bidang Pendidikan 
Layanan Bidang 

Kebudayaan 

9. Block Grant Sarana dan 
Prasarana Pendidikan 
(Pembangunan, Rehab dan 
Fasilitas) 

10. Reformasi Birokrasi 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan pada Unit 
Layanan Terpadu (ULT) 

11. Pendidikan Kecakapan 
Kerja Unggulan 

12. Pendidikan Kecakapan 
Kerja 

13. Pendidikan Kecakapan 
Kewirausahaan 

7. Revitalisasi Desa 
Adat  

8. Kemah Budaya 
(Pramuka) dan 
Kemah Perbatasan 

9. Warisan Budaya 
Benda dan Takbenda 
yang sudah 
Mendapatkan 
Pengakuan Dunia 
dan Dinominasikan 

10. Pencatatan Warisan 
Budaya Takbenda 
Nasional 

 

 

Jumlah populasi menentukan jumlah sampel responden per provinsi sasaran 
berdasarkan margin of error dengan penyesuaian (adjustment). Teknik penarikan sampel 
yang digunakan adalah multistage random sampling untuk mendapatkan sebaran 
responden yang mewakili kota (urban) dan kabupaten (rural), jenis kelamin, serta 

kecukupan minimal responden per kelompok responden/pemangku kepentingan. Semua 
responden yang terpilih adalah yang pernah mendapatkan layanan Kemendikbud. 
Responden eksternal sebagai responden penerima manfaat Kemendikbud tidak langsung 
tetapi karena memiliki peran dan fungsinya yang mewakili kelompok masyarakat, dalam 
survei menjadi narasumber yang berkualifikasi sebagai expert judgement. 
 
Pengumpulan data SSS 2016 dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan 
studi pustaka. Jumlah total responden 12.145, terbagi atas responden bidang pendidikan 
10.730 (88,35%) dengan komposisi responden 10.389 penerima manfaat layanan 
langsung (internal) dan 341 penerima manfaat tidak langsung (eksternal); dan responden 
bidang kebudayaan 1.415 (11,65%) dengan komposisi responden 1.159 internal dan 256 
eksternal. 
 
Responden bidang pendidikan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42,8 % dan 
perempuan sebanyak 57,2 %; dan responden bidang kebudayaan berjenis kelamin laki-
laki sebanyak 62,2 % dan perempuan sebanyak 37,8 %. Responden bidang pendidikan 
lebih banyak perempuan, sedangkan bidang kebudayaan lebih banyak laki-laki. 
 
Kuesioner dibuat untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan pada pelayanan 
Kemendikbud di bidang pendidikan (13 parameter) dan kebudayaan (10 parameter) pada 
aspek-aspek: penyelenggaraan pelayanan publik pada parameter layanan yang dikaji, 
berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
 
Aspek penyelenggaraan pelayanan pada masing-masing parameter mencakup 9 
(Sembilan) atribut pernyataan dalam PermenPAN-RB No. 16/2014, yang mencakup 
atribut: (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya/tarif (Tidak masuk 
dalam parameter survei), (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi 

pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) maklumat pelayanan, dan (9) penanganan 
pengaduan, saran dan masukan. 
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Setiap pernyataan atribut dinilai berdasarkan aspek kinerja (performance, P), harapan 
(expectation, E), Responden, berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya, memberi 
nilai (skor) pada aspek P dan E pada setiap atribut dari parameter sebagai gambaran 
kepuasan (satisfaction, S).  

 
Pada survei tahun 2016, data Kinerja (P) dan Harapan (E) dianalisis untuk mendapatkan:  
 
1) Customer Satisfaction Index (CSI),  
2) Importance-Performance Analysis (IPA)  
3) Tingkat Pencapaian Harapan. Penghitungan CSI maupun Rasio PE memberi kisaran 

angka 0 ï 100%. Semakin besar CSI maupun (P/E) memberi indikasi tingkat 
kepuasan yang semakin tinggi. Interpretasi naratif deskriptif terhadap hasil dilakukan 
berdasarkan pengkelasan nilai CSI maupun Rasio PE (lihat Tabel 4.) yang 
disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Evaluasi Reformasi Birokrasi. 

 

Tabel 4. Deskripsi Naratif terhadap Selang CSI dan Rasio PE  
yang disesuaikan dengan PermenPAN-RB No.14/2014 

 

No. 
Angka 

(%)* 
Kategori*) 

Interpretasi (Deskripsi Naratif) 

Permen PAN RB 
No.14/2014 

CSI Rasio PE 

1 > 90 - 100 AA Istimewa Sangat Puas 
Sekali 

Memenuhi 
Harapan 

2 > 80 - 90 A Memuaskan  Sangat Puas 
Sekali 

Sangat Dekat 
Sekali dengan 
Harapan 

3 > 70 - 80 BB Sangat Baik  Sangat Puas  Sangat Dekat 
dengan 
Harapan 

4 > 60 - 70 B Baik, perlu sedikit 
perbaikan 

Puas Dekat dengan 
Harapan 

5 > 50 - 60  CC Cukup (memadai), 
perlu banyak 
perbaikan yang tidak 
mendasar 

Cukup Puas Cukup Jauh 
dari Harapan 

6 > 30 - 50 C Kurang, perlu banyak 
sekali perbaikan dan 
perubahan yang 
mendasar 

Tidak Puas Jauh dari 
Harapan 

7 > 0 - 30 C Sangat Kurang, perlu 
banyak sekali 
perbaikan 
dan perubahan yang 
mendasar 

Sangat Tidak 
Puas  
 

Sangat Jauh 
dari Harapan 

*) Sesuai Permen PAN-RB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 
 

 
1. INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG PENDIDIKAN 
 
Rata-rata nasional indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan 13 
parameter layanan bidang pendidikan adalah 77,52 bagi pemangku kepentingan 
penerima manfaat langsung (internal) dan 76,63 bagi pemangku kepentingan penerima 
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manfaat tidak langsung (eksternal), sehingga dikategorikan sangat puas. Sesuai 
PermenPAN RB No. 14/2014, maka skor yang berada pada kisaran 70ï80 tergolong ke 
dalam kategori BB-kualitas pelayanan Sangat Baik. 
 
1.1.  Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan/Program 

Pendidikan  
 
Dari hasil survei SSS tahun 2016, menghasilkan Indeks Kepuasan Pemangku 
Kepentingan Layanan/Program Pendidikan Kemendikbud sebagaimana yang disajikan 
pada Tabel 5. Menurut penerima manfaat langsung (Internal), dari 13 (tigabelas) 
parameter layanan/program Kemendikbud terdapat 2 (dua) layanan yang telah 
memuaskan dan 11 (sebelas) layanan lainnya memperoleh indeks sangat baik. Dengan 
demikian, menurut penilaian para penerima manfaat langsung layanan dan program 
Kemendikbud 2016 sudah dirasakan sangat baik sampai memuaskan. 
 
Menurut penerima manfaat tidak langsung (Eksternal), memberikan penilaian terhadap 
indeks kepuasan mulai dari Sangat Baik sampai dengan Memuaskan. Program 
Kemendikbud tahun 2016 yang dinilai sangat memuaskan adalah program Sertifikasi 
Guru dan Ujian Nasional. Sedangkan ke-11 (sebelas) layanan/program lainnya mendapat 
nilai sangat baik. 
 

Tabel 5.  
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan  

Layanan/Program Bidang Pendidikan Kemendikbud 2016 
 

No. 
Parameter Layanan/Program 

Kemendikbud 

Penerima 
Manfaat 

Langsung 
(Internal) 

Penerima 
Manfaat Tidak 

Langsung 
(Eksternal) 

Nilai 
Kualitas *) 

1 Unit Layanan Terpadu 
80,86 79,17 

Memuaskan - 
Sangat Baik 

2 Kurikulum 72,69 71,53 Sangat Baik 

3 Peningkatan Kapasitas 
Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan (PTK) 

73,61 73,81 
Sangat Baik 

4 Sertifikasi Guru 
78,13 80,21 

Sangat Baik - 
Memuaskan 

5 Pengembangan Karir dan 
Kepangkatan Guru 

75,26 75,00 
Sangat Baik 

6 Tunjangan Profesi Guru 72,92 72,92 Sangat Baik 

7 Program Indonesia Pintar 
(PIP) 

80,09 72,62 
Memuaskan - 
Sangat Baik 

8 Ujian Nasional 
72,66 81,25 

Sangat Baik - 
Memuaskan 

9 Pendidikan Keluarga 
(Kemitraan antara Keluarga 
dan Sekolah) 

74,55 70,83 
Sangat Baik 
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No. 
Parameter Layanan/Program 

Kemendikbud 

Penerima 
Manfaat 

Langsung 
(Internal) 

Penerima 
Manfaat Tidak 

Langsung 
(Eksternal) 

Nilai 
Kualitas *) 

10 Block Grant Sarana dan 
Prasarana Pendidikan 
(Pembangunan, Rehab, dan 
Fasilitas) 

72,50 71,43 

Sangat Baik 

11 Pendidikan Kecakapan Kerja 
Unggulan 

74,58 74,17 
Sangat Baik 

12 Pendidikan Kecakapan Kerja 75,00 75,00 Sangat Baik 

13 Program Pendidikan 
Kewirausahaan 

75,00 75,00 
Sangat Baik 

 Kualitas Layanan Bidang 
Pendidikan, Kemendikbud 

2016 

77,52 76,63 Sangat Baik 

Catatan:  
*) Berdasarkan Permen PAN-RB No. 14/2014 

 
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan/Program Kemendikbud, 
Menurut Para Penerima Manfaat Langsung (Internal) dan Tidak Langsung (Eksternal) 
telah digambarkan sebagaimana yang nampak pada Gambar 1.  
 
Dari seluruh penerima manfaat langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

penilaian dari sangat baik sampai dengan memuaskan. Responden penerima manfaat 

langsung yang memebrikan penilaian memuaskan adalah dari unsur Satuan pendidkan 

Non-formal (83,33), Peserta didik Non-formal (81,71) dan dari Tutor/Instruktur (81,31). 

 

 
Gambar 1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan/Program 

Bidang Pendidikan, menurut Para Penerima Manfaat Langsung (Internal)  
dan Tidak Langsung (Eksternal) 

Kualitas Layanan /Program 

KEMENDIKBUD
Tahun 2016

77,52

Responden Internal Indeks

Orang Tua Peserta Didik SD 77,21

Orang Tua Peserta Didik SMP 75,63

Peserta Didik SMA ðSMK 73,86

Pamong Didik 73,68

Lembaga (PAUD) 75,20

Guru / Tenaga Kependidikan 75,37

Komite Sekolah 77,81

Kepala Sekolah (SD-SMK) 75,64

Satuan Pendidikan Non -Formal 83,33

Tutor / Instruktur 81,31

Peserta Didik Non Formal 81,71

Indeks Responden Eksternal

79,18 LSM/NGO

77,60 Media Massa

75,95 Dinas Pendidikan Provinsi

76,60 Dinas Pendidikan Kab ./ Kota

75,64 DPRD

76,63

Penerima Manfaat

Tidak Langsung

(Eksternal )

Penerima Manfaat

Langsung

(Internal)
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Penilaian para pihak pemangku kepentingan penerima Tidak Langsung (Eksternal) 
layanan/program Kemendikbud pada tahun 2016 juga telah memberikan penilaian dari 
75,64 sampai dengan 79,18. Berdasarkan PermenPAN RB No. 14/2014 maka nilai 
tersebut dapat dikategorikan dalam penilaian yang sangat baik. 
 
1.2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan Berdasarkan 

Provinsi 
 
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Layanan/Program Kemendikbud 2016 
Berdasarkan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 6. Dari penerima langsung (Internal) 
layanan/program dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016, propinsi yang mendapat nilai 
memuaskan (>80) adalah Propinsi Sumatera Barat, Jawa tengah, Yogyakarta, Nusa 
Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo. Sedangkan Propinsi yang 
masuk kategori Baik tetapi perlu sedikit perbaikan ada pada Propinsi Papua Barat 
(68,83). Hampir seluruh program Kemendikbud di Papua Barat perlu dilakukan perbaikan. 
 
Menurut pemangku kepentingan eksternal yang tidak langsung menerima manfaat 
layanan/program Kemendikbud pada tahun 2016, menunjukan bahwa: 

¶ Propinsi yang mendapat nilai memuaskan (>80) adalah propinsi Sumatera Utara, 
Bengkulu,Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo. 

¶ Propinsi yang masuk kategori Baik tetapi masih perlu ada sedikit perbaikan adalah 
propinsi Kalimantan Timur. 

 
Tabel 6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan  

Layanan/Program Bidang Pendidikan Berdasarkan Provinsi 
 

 
 

No Nama Provinsi
Indeks 

Internal

Indeks 

Eksternal
No Nama Provinsi

Indeks 

Internal

Indeks 

Eksternal

1 Aceh 79,67 75,54 18 Nusa Tenggara Barat 82,64 77,05

2 Sumatera Utara 74,28 81,08 19 Nusa Tenggara Timur 76,28 71,42

3 Sumatera Barat 80,02 73,88 20 Kalimantan Barat 83,26 77,40

4 Riau 78,74 77,49 21 Kalimantan Tengah 74,76 79,51

5 Jambi 75,31 74,46 22 Kalimantan Selatan 79,54 75,43

6 Sumatera Selatan 74,20 78,20 23 Kalimantan Timur 73,64 69,73

7 Bengkulu 74,24 86,50 24 Kalimantan Utara 73,79 72,72

8 Lampung 76,85 75,65 25 Sulawesi Utara 83,24 80,60

9 Bangka Belitung 70,97 78,61 26 Sulawesi Tengah 72,77 74,80

10 Kepulauan Riau 74,13 81,98 27 Sulawesi Selatan 76,35 74,14

11 DKI Jakarta 77,71 73,85 28 Sulawesi Tenggara 78,18 75,24

12 Jawa Barat 77,32 81,21 29 Gorontalo 82,39 74,56

13 Jawa Tengah 81,64 80,08 30 Sulawesi Barat 77,33 74,46

14 Yogyakarta 83,36 73,89 31 Maluku 73,77 82,97

15 Jawa Timur 77,59 79,50 32 Maluku Utara 78,90 81,25

16 Banten 76,96 74,67 33 Papua 72,76 70,70

17 Bali 75,75 73,19 34 Papua Barat 68,33 71,39

77,52 76,63Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Layanan/Program Kemendikbud 2016
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Dengan demikian, berdasarkan indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap 
layanan/program Kemendikbud 2016. Secara umum mendapat nilai yang sangat baik. 
Untuk Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Sulawesi Utara bahkan telah mendapat nilai 
memuaskan baik dari penerima manfaat langsung (internal) maupun dari penerima 
manfaat tidak langsung (Eksternal). Sedangkan propinsi yang sekalipun sudah dinilai baik 
tetapi perlu perbaikan terjadi di Propinsi Papua Barat menurut penerima manfaat 
langsung (Internal) sedangkan menurut penerima manfaat tidak langsung (Eksternal) 
Propinsi Kalimantan Timur yang perlu mendapat sedikit perbaikan. 
 
 
1.3  Analisis Kuadran Harapan dan Kinerja Bidang Pendidikan 
 
Analisis kuadran antara Harapan dan Kepuasan memetakan parameter berdasarkan nilai 
harapan dan kinerja yang dinyatakan oleh pemangku kepentingan. Pemetaan 
menghasilkan empat kuadran. Kuadran I (Prioritas Utama), adalah parameter harapan 
yang dianggap penting bagi pemangku kepentingan internal namun kinerjanya kurang 
baik. Kuadran II (Pertahankan Prestasi), adalah parameter harapan yang dianggap 
penting dan kinerjanya baik. Kuadran III (Kinerja Berlebihan), adalah parameter yang 
tingkat harapannya rendah tapi justru kinerjanya dinilai tinggi. Sedangkan Kuadran IV 
(Prioritas Rendah), adalah parameter harapan yang kurang dianggap penting dan 
kinerjanya kurang baik. Karena analisis kuadran merupakan pemetaan posisi relatif dari 
kinerja dan harapan sebuah parameter layanan dibanding dengan layanan lainnya, maka, 
analisis dapat memberikan gambaran perencanaan untuk prioritasi implementasi 
program. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisa Kuadran terhadap Layanan dan Program 

Menurut Internal Responden

Analisa Kuadran terhadap Layanan dan Program 

Menurut Eksternal Responden

Analisa Kuadran terhadap Layanan dan Program 
Menurut Internal Responden 
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Gambar 2. Perbandingan Hasil Analisis Kuadran berdasarkan Pemanfaat Langsung 
(Internal) dan Pemanfaat Tidak Langsung (Eksternal) Bidang Pendidikan 

 
 

Tabel 7. Analisis Kuadran Terhadap Layanan dan Program Kemendikbud 2016 
 

 
KUADRAN 

Penerima Manfaat  
Langsung 

(INTERNAL) 

Penerima Manfaat 
Tidak Langsung 

 (EKSTERNAL)  

Kuadran ï 1. 
PRIORITAS 
UTAMA 

(1). Kurikulum (11). Pendidikan Kecakapan Kerja 
Unggulan; (12). Pendidikan Kecakapan 

Kerja; (13). Pendidikan Kecakapan 
Kewirausahaan 

 

Kuadran ï  2   
PERTAHANKAN 
PRESTASI 

(2). Peningkatan Kapasitas  
Pendidikan dan Tenaga 

kependidikan (PTK);  
(3). Sertifikasi Guru *);  

(5). Tunjangan Profesi Guru;  
(7). Ujian Nasional (UN)*);  

(10). Unit Layanan Terpadu (ULT)*) 
 

(3). Sertifikasi Guru*);  
(7). Ujian Nasional (UN*));  

(10). Unit Layanan Terpadu (ULT)*) 

Kuadran ï  3  
KINERJA 
BERLEBIHAN 

 (4). Pengembangan Karir dan 
Kepangkatan Guru;  

(5). Tunjangan Profesi Guru 

Analisa Kuadran terhadap Layanan dan Program 

Menurut Internal Responden

Analisa Kuadran terhadap Layanan dan Program 

Menurut Eksternal Responden

Analisa Kuadran terhadap Layanan dan Program 

Menurut Eksternal Responden 



 

Ringkasan Eksekutif 

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan /Stakeholders Satisfaction Survey (SSS) 2016          10   

 
KUADRAN 

Penerima Manfaat  
Langsung 

(INTERNAL) 

Penerima Manfaat 
Tidak Langsung 

 (EKSTERNAL)  

 

Kuadran ï  4 
PRIORITAS 
RENDAH 

(4). Pengembangan Karir dan 
Kepangkatan Guru;  

(6). Program Indonesia Pintar 
(PIP)*); (8). Pendidikan Keluarga 
(Kemitraan antara Keluarga dan 

Sekolah)*); (9). Block Grant Sarana 
prasarana Pendidikan*) 

(Pembangunan, Rehab dan 
Fasilitas); (11). Pendidikan 

Kecakapan Kerja Unggulan; (12). 
Pendidikan Kecakapan Kerja; (13). 

Pendidikan Kecakapan 
Kewirausahaan 

(1). Kurikulum;   
(2). Peningkatan Kapasitas  Pendidikan 

dan Tenaga kependidikan (PTK);  
(6). Program Indonesia Pintar (PIP)*); 
(8). Pendidikan Keluarga (Kemitraan 
antara Keluarga dan Sekolah)*); (9). 

Block Grant Sarana prasarana 
Pendidikan (Pembangunan, Rehab dan 

Fasilitas)*) 

*) Parameter yang sama dipilih oleh Responden Internal dan Eksternal 

 
Berdasarkan Gambar 2. Perbandingan Hasil Analisis Kuadran berdasarkan penilaian 
Pemangku Kepentingan Penerima Manfaat Langsung (Internal) dan Penerima Manfaat 
Tidak Langsung (Eksternal) Bidang Pendidikan serta Tabel 7. Analisis Kuadran terhadap 
layanan dan program Kemendikbud tahun 2016. Dapat diketahui bahwa dari aspek 
perencanaan yang menjadi prioritas utama dibenahi adalah program Kurikulum. 
 
Pada Kuadran ke-2, terdapat layanan dan program yang sama-sama diusulkan baik oleh 
penerima manfaat langsung ataupun penerima manfaat tidak langsung. Dalam hal ini 
layanan dan program Kemendikbud yang harus dipertahankan adalah: Sertifikasi guru, 
Ujian Nasional dan Unit Layanan Terpadu. 
 
Sedangkan untuk Kuadran ke-3 yang masuk kategori kinerja berlebihan, menurut para 
penerima manfaat tidak langsung adalah layanan dan program terkait dengan 
Pengembangan karir dan kepangkatan guru serta Tunjangan profesi guru. Tetapi 
berbeda dengan pendapat dari para penerima manfaat langsung, yang menyatakan justru 
2 (dua) kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang harus diteruskan dan dipertahankan 
kinerjanya. 
 
Untuk kegiatan yang masuk pada Kuadran ke-4 Prioritas rendah, yang sama-sama 
diusulkan oleh para pihak penerima langsung ataupun tidak langsung adalah kegiatan-
kegiatan: Program Indonesia Pintar (PIP); Pendidikan Keluarga (Kemitraan antara 
Keluarga dan Sekolah); dan Block Grant Sarana prasarana Pendidikan (Pembangunan, 
Rehab dan Fasilitas). 
 
 
1.4.  Tingkat Pencapaian Harapan Bidang Pendidikan  

 
Tingkat pencapaian harapan merupakan perbandingan antara nilai Kinerja dengan 
Harapan (% P/E) untuk tiap parameter. Rasio antara Kinerja dengan Harapan (% P/E) 
terhadap layanan bidang pendidikan menurut pemangku kepentingan penerima manfaat 
langsung (Internal) ada pada Gambar 3. dan menurut pemanfaat tidak langsung 
(eksternal) ada pada pada Gambar 5. 
 
Tingkat pencapaian harapan pemangku kepentingan internal pada tahun 2016 yang 
tertinggi adalah pada parameter Sertifikasi Guru yang mencapai 99,89%. Pendidikan 
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Kecakapan Kerja Unggulan (99,75%), Peningkatan Kapastas Pendidikan dan Tenaga 
kependidikan (99,61%) dan Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru (99,11%).  
 
Sedangkan P/E terendah ada pada parameter Reformasi Birokrasi Kemendikbud pada 
Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan nilai 93,80%. Dalam hal ini, sekalipun pencapaian 
harapan sudah tinggi tetapi belum mencapai 100% dari harapan para pihak pemangku 
kepentingan dari penerima manfaat langsung. Masih ada yang harus ditingkatkan 
kegiatannya untuk dapat mencapai puncak harapan para pihak yang berkepentingan. 
 
Untuk tingkat pencapaian Harapan terhadap Layanan dan Program menurut Eksternal 
Responden dari Gambar 4. Dapat diketahui bahwa harapan yang tercapai 100% ada 
pada program Ujian Nasional (UN). Artinya masyarakat menilai bahwa adanya Ujian 
Nasional telah menjadi salah satu alat yang bisa untuk mengukur kualitas peserta didik 
sebagai upaya untuk menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  
a* Kurikulum; b*Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK); c* 
Sertifikasi Guru; d* Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru;  e* Tunjangan Profesi Guru; 
f* Program Indonesia Pintar; g* Ujian Nasional; Pendidikan Keluarga (Kemitraan antara 
Keluarga dan Sekolah); i* Block Grant Sarana dan Prasarana (Pembangunan, Rehab dan 
Fasilitas); j* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Unit 
Layanan Terpadu; k* Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan; l* Pendidikan Kecakapan Kerja; 
m* Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan. 

 
Gambar 3. Tingkat Pencapaian Harapan terhadap Layanan dan Program  

menurut Internal Responden 
 
 
Layanan program Kemendikbud tahun 2016 yang juga memperoleh tingkat pencapaian 
harapan tertinggi secara berturut-turut adalah: Sertifikasi guru (99,99%); Pengembangan 
Karir dan Kepangkatan Guru (99,84%) serta Blockgrant sarana prasarana pendidikan 
(99,06%). Sedangkan nilai terendah menurut eksternal adalah pada program Pendidikan 
Kecakapan Kerja Unggulan. Dalam hal ini bagi para penerima manfaat tidak langsung 
kegiatan bernilai rendah bisa karena tidak mengetahui program tersebut. 
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     Keterangan:  
a* Kurikulum; b*Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK); c* 
Sertifikasi Guru; d* Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru; e* Tunjangan Profesi Guru; 
f* Program Indonesia Pintar; g* Ujian Nasional; Pendidikan Keluarga (Kemitraan antara 
Keluarga dan Sekolah); i* Block Grant Sarana dan Prasarana (Pembangunan, Rehab dan 
Fasilitas); j* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Unit 
Layanan Terpadu; k* Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan; l* Pendidikan Kecakapan Kerja; 
m* Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan. 

 

 Gambar 4. Tingkat Pencapaian Harapan terhadap Layanan dan Program  
menurut Eksternal Responden 

 

1.5.  Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Pendidikan 
 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan bidang pendidikan 
menggunakan Analisis Model Persamaan Struktural (Structural Equation Modelling/SEM). 
Dari hasil survei kepuasan para pemangku kepentingan Kemendikbud tahun 2016, 
menunjukan hasil sebagaimana yang Nampak pada Gambar 5. 
 

 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Pendidikan  
Menurut Pamong Didik (PAUD) 
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Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Pendidikan  
Menurut Lembaga (PAUD) 

 

 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Pendidikan  
Menurut Orang Tua (SD) 
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Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Pendidikan  

Menurut Orang Tua (SMP) dan Peserta Didik (SMA dan SMK) 

 

 

 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Pendidikan  
Menurut Guru dan Kepala Sekolah 
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Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Pendidikan  
Menurut Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaga, Tutor/Instruktur, dan Peserta Didik) 

 
Gambar 5. Analisis Model Persamaan Struktural SSS Kemendikbud Tahun 2016 

 
 

Dari hasil analisis model persamaan structural berdasarkan pendapat dari para 
pemangku kepentingan kemendikbud, yaitu dari Pamong Didik (PAUD), Pengelola 
Lembaga PAUD, Orang tua SD, Orang tua SMP dan Peserta Didik SMA dan SMK, Guru 
dan Kepala Sekolah serta pengelola Satuan Pendidikan Non-formal, menunjukkan 
bahwa: 

¶ Kualitas pelayanan/program kemendikbud akan berpengaruh secara langsung 
kepada kepuasan para pihak pemangku kepentingan baik yang secara langsung 
mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkan manfaat. 

¶ Parameter waktu pelaksanaan dianggap oleh para orang tua SD, orang tua SMP, 
peserta didik SMA dan SMK serta Guru dan Kepala Sekolah menjadi parameter yang 
paling berpengaruh terhadap kualitas layanan program Kemendikbud. 

¶ Parameter lain yang secara berturutan dianggap berpengaruh terhadap kualitas 
layanan program Kemendikbud adalah parameter Persyaratan, Maklumat pelayanan, 
Kompetensi pelaksana, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Prosedur, Penanganan 
pengaduan, saran dan masukan serta perilaku pelaksana. 

¶ Program Indonesia Pintar (PIP) dianggap oleh Orangtua SD dam Orangtua SMP dan 
peserta didik SMA dan SMK yang paling berpengaruh terhadap kepuasan para pihak 
yang berkepentingan. Sedangkan bagi Pamongdidik PAUD dan Pengelola Lembaga 
PAUD yang paling berpengaruh adalah program Pendidikan Keluarga (Kemitraan 
antara Keluarga dan Sekolah). 

¶ Program Kemendikbud lainnya tetap berpengaruh terhadap kepuasan para pihak 
penerima manfaat yang secara langsung menerimanya, seperti program pendidikan 
kecakapan kerja unggulan, pendidikan kecakapan kerja berpengaruh tinggi terhadap 
kepuasan dari pengelola satuan pendidikan Non-Formal. 
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¶ Program Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru (PKKG) berpengaruh besar 
terhadap kepuasan para Pamongdidik PAUD, Peneglola Lembaga PAUD, Guru dan 
Kepala Sekolah. Tapi bagi Guru dan Kepala Sekolah yang paling penting bagi 
mereka adalah program Tunjangan Profesi Guru. 

¶ Untuk program Ujian Nasional (UN) ternyata berpengaruh terhadap kepuasan dari 
orangtua SMP dan peserta didik SMA dan SMK, juga berpengaruh kepada Guru dan 
Kepala Sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program UN tetap diperlukan oleh para 
orang tua, anak didik, guru dan kepala sekolah sebagai alat untuk mengetahui 
kualitas pendidikan yang sudah dihasilkan san sekaligus sebagai alat untuk bisa 
menjadi salah satu alternative meneruskan pendidikan ke lembaga pendidikan yang 
lebih dikenal. 
 

2. INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG KEBUDAYAAN 
 

Rata-rata nasional indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan 10 
(sepuluh) parameter layanan bidang kebudayaan adalah 74,72 bagi pemangku 
kepentingan penerima manfaat langsung (internal) dan 71,90 bagi pemangku 
kepentingan penerima manfaat tidak langsung (eksternal), sehingga dikategorikan 
sangat puas. Sesuai PermenPAN RB No.14/2014, maka skor yang berada pada kisaran 
70 - 80 tergolong ke dalam kategori BB-kualitas pelayanan Sangat Baik. 
 
2.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan/Program 

Kebudayaan   
 
Dari hasil survei SSS tahun 2016, menghasilkan Indeks Kepuasan Pemangku 
Kepentingan Layanan/Program Kebudayaan Kemendikbud sebagaimana yang disajikan 
pada Tabel 8. Menurut penerima manfaat langsung (Internal), dari 10 (sepuluh) 
parameter layanan/program kebudayaan Kemendikbud terdapat 2 (dua) layanan yang 
memuaskan, 1 (satu) dinilai baik dan perlu sedikit perbaikan dan 6 (enam) layanan 
lainnya memperoleh indeks sangat baik dan untuk parameter Kemah Budaya dan Kemah 
Perbatasan tidak memperoleh nilai karena tidak masuk dalam penilaian responden 
internal. Dengan demikian, menurut penilaian para penerima manfaat langsung layanan 
dan program Kemendikbud 2016 secara umum sudah dirasakan baik, sangat baik sampai 
memuaskan. 
 
Program Kemendikbud tahun 2016 yang dinilai memuaskan dari pemangku kepentingan 
internal adalah program (9) Warisan Budaya Benda dan Takbenda yang sudah 
Mendapatkan Pengakuan Dunia dan Dinominasikan (81,25) dan (10) Pencatatan Warisan 
Budaya Takbenda Nasional (80,56). 
 
Menurut penerima manfaat tidak langsung (Eksternal), memberikan penilaian terhadap 
indeks kepuasan mulai dari baik dan perlu sedikit perbaikan sampai sangat baik. Program 
Kemendikbud tahun 2016 yang dinilai sangat baik adalah program (5) Fasilitasi Kegiatan 
Budaya (70,14), (6) Bantuan Sosial (Bansos) Komunitas Budaya (70,96), (7) Revitalisasi 
Desa Adat (70,14), (8) Kemah Budaya (Pramuka) dan Kemah Perbatasan (71,88) dan 
(10) Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Nasional (70,36). Sedangkan ke-5 (lima) 
layanan/program lainnya mendapat nilai baik dan perlu sedikit perbaikan. 
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Tabel 8.  Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan  
Layanan/Program Kebudayaan Kemendikbud 2016 

(Hasil Survei SSS, 2016) 
 

No. 
Parameter Layanan/Program 

Kemendikbud 

Penerima 
Manfaat 

Langsung 
(Internal) 

Penerima 
Manfaat Tidak 

Langsung 
(Eksternal) 

Nilai 
Kualitas *) 

1 Revitalisasi Cagar Budaya dan 
Permuseuman  

68,10 69,79 
Baik, perlu sedikit 
perbaikan 

2 Pemeliharaan Cagar Budaya  
71,30 68,71 

Sangat Baik -
Baik, perlu sedikit 
perbaikan 

3 Registrasi Cagar Budaya  
70,61 69,85 

Sangat Baik-Baik, 
perlu sedikit 
perbaikan 

4 Revitalisasi Taman Budaya  
73,33 69,58 

Sangat Baik-Baik, 
perlu sedikit 
perbaikan 

5 Fasilitasi Kegiatan Budaya  72,42 70,14 Sangat Baik 

6 Bantuan Sosial (Bansos) 
Komunitas Budaya  

71,41 70,96 
Sangat Baik 

7 Revitalisasi Desa Adat  72,59 70,14 Sangat Baik 

8 Kemah Budaya (Pramuka) dan 
Kemah Perbatasan 

- 71,88 Sangat Baik 

9 Warisan Budaya Benda dan 
Takbenda yang sudah 
Mendapatkan Pengakuan Dunia 
dan Dinominasikan 

81,25 69,44 

 
Memuaskan-Baik, 

perlu sedikit 
perbaikan 

10 Pencatatan Warisan Budaya 
Takbenda Nasional 

80,56 70,37 
Memuaskan- 
Sangat Baik 

 Kualitas Layanan Bidang 
Kebudayaan Kemendikbud 2016 

74,72 71,90 
 
Sangat Baik 

Catatan: *) Berdasarkan Permen PAN-RB No. 14/2014 
 
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan/Program Kemendikbud, 
Menurut Para Penerima Manfaat Langsung (Internal) dan Tidak Langsung (Eksternal) 
telah digambarkan sebagaimana yang nampak pada Gambar 6.  
 
Dari seluruh penerima manfaat langsung yang memberikan nilai baik adalah responden 
dari unsur keraton (68,09), yang memberikan nilai sangat baik adalah responden unsur 
kepala sekolah/guru/siswa (77,78), pengelola cagar budaya (71,84), komunitas budaya 
(74,62) komunitas seni (73,15), komunitas film (70,21), pengurus organisasi kepercayaan 
(77,25), komunitas adat (74,02), pemuka adat (70,48) dan sanggar seni (78,57). 
Sedangkan unsur yang memberikan nilai memuaskan adalah pengelola museum (81,63).   
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Gambar 6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan/Program 
Kemendikbud, Menurut Para Penerima Manfaat Langsung (Internal)  

dan Tidak Langsung (Eksternal) 
 
 

Dari seluruh penerima manfaat tidak langsung (eksternal) yang memberikan nilai sangat 
baik adalah responden dari unsur Dinas Kebudayaan Provinsi (77,33), Dinas 
Kebudayaan Kabupaten/Kota (75,69) dan DPRD Komisi yang membidangi Kebudayaan 
(72,35) dan ada yang memberikan nilai baik namun perlu sedikit perbaikan yang tidak 
mendasar yaitu Media Massa (69,72), Masyarakat Umum (68,420) dan LSM (63,51).  
 
Penilaian para pihak pemangku kepentingan penerima manfaat tidak langsung 
(Eksternal) layanan/program kebudayaan Kemendikbud pada tahun 2016 telah 
memberikan penilaian dari 63,51 sampai dengan 77,33. Berdasarkan PermenPAN-RB 
No. 14/2014 maka nilai tersebut dapat dikategorikan dalam penilaian yang baik sampai 
sangat baik.  
 
2.2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan Berdasarkan 

Provinsi 
 
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Layanan/Program Kebudayaan Kemendikbud 
2016 Berdasarkan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 9. Dari penerima manfaat langsung 

(Internal) layanan/program kebudayaan dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, propinsi 
yang mendapat nilai memuaskan (>80) adalah Propinsi Sumatra Utara (89,35), Sumatra 
Barat 86,73), Lampung (81,09), DKI Jakarta (84,59), Jawa Barat (85,80), Kalimantan 
Tengah (83,83), Sulawesi Utara (82,90) Maluku (84,17) Papua Barat (80,15). Sedangkan 
provinsi yang mendapat nilai sangat baik adalah Riau (79,22), Sumatra Selatan (70,44), 
Kepulauan Riau (75,28), Banten (70,76), Bali (74,35), Nusa Tenggara Barat (79,26), 
Nusa Tenggara Timur (73,70), Kalimantan Barat (77,85), Kalimantan Utara (70,29), dan 
Sulawesi Selatan (72, 27). Dan provinsi yang mendapat nilai baik namun diperlukan 
sedikit perbaikan adalah provinsi Aceh (69,66), Jambi (65,52), Bangka Belitung (69,65), 
Yogyakarta (66, 75), Kalimantan Selatan (65,33), Kalimantan Timur (66,67), Sulawesi 
Tengah (68,38), Sulawesi Barat (67,06), dan Maluku Utara (69,69).   
 

Kualitas Layanan/Program/ 
Kebudayaan 

Y9a9b5LY.¦5 

Tahun 2016 

тпΣтн 

тмΣфл 

tŜƴŜǊƛƳŀ aŀƴŦŀŀǘ 
¢ƛŘŀƪ [ŀƴƎǎǳƴƎ 
ό9ƪǎǘŜǊƴŀƭύ 

tŜƴŜǊƛƳŀ aŀƴŦŀŀǘ  
[ŀƴƎǎǳƴƎ  

όLƴǘŜǊƴŀƭύ 
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Sedangkan menurut penerima manfaat tidak langsung (Eksternal) layanan/program 
kebudayaan dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, propinsi yang mendapat nilai 
memuaskan (>80) adalah Propinsi Jawa Barat (83,11), Jawa Tengah (80,40), Nusa 
Tenggara Timur (81,99), dan Papua Barat (80,15), Sedangkan provinsi yang menilai 
sangat baik adalah Sumatra Utara (75,26), Sumatra Barat (72,40), Riau (78,85), Jambi 
(76,15), Lampung (75,27),Jawa Timur (74,58), Bali 75,28), Kalimantan Barat (70,42), 
Kalimantan Selatan (77,77), Kalimantan Timur (73,05), Sulawesi Utara (76,18), Sulawesi 
Selatan (73,48) Gorontalo (73,29), Maluku Utara (71,07) dan Papua (73,87). Dan provinsi 
yang sekalipun sudah dinilai baik tetapi perlu perbaikan terjadi di Propinsi Aceh (66,83), 
Sumatra Selatan (69,90), Bengkulu (65,20), Bengka Belitung (66,36), Kepulauan Riau 
(67,89), DKI Jakarta (67,93), Yogyakarta (66,77), Kalimantan Utara (60,87), Suklawesi 
Tengah (66,61), Sulawesi Tenggara (63,82), Sulawesi Barat (69,30) dan Maluku (65,64). 

 

 
Tabel 9. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan 

Layanan/Program Kemendikbud 2016 Berdasarkan Provinsi 
 

No Nama Provinsi 
Indeks 

Internal 

Indeks 

Eksternal 
No Nama Provinsi 

Indeks 

Internal 

Indeks 

Eksternal 

1 Aceh 69,66 67,40 18 Nusa Tenggara Barat 79,26 - 

2 Sumatera Utara 89,35 88,22 19 Nusa Tenggara Timur 73,70 82,57 

3 Sumatera Barat 86,73 81,80 20 Kalimantan Barat 77,85 70,50 

4 Riau 79,22 78,46 21 Kalimantan Tengah 83,83 - 

5 Jambi 65,52 70,99 22 Kalimantan Selatan 65,33 61,33 

6 Sumatera Selatan 70,44 69,61 23 Kalimantan Timur 66,67 73,39 

7 Bengkulu 56,08 71,35 24 Kalimantan Utara 70,29 59,01 

8 Lampung 81,09 77,91 25 Sulawesi Utara 82,90 78,44 

9 Bangka Belitung 69,65 66,63 26 Sulawesi Tengah 68,38 67,47 

10 Kepulauan Riau 75,28 71,91 27 Sulawesi Selatan 72,27 72,71 

11 DKI Jakarta 84,59 67,09 28 Sulawesi Tenggara 83,33 65,28 

12 Jawa Barat 85,80 83,11 29 Gorontalo 78,56 75,40 

13 Jawa Tengah 75,75 80,40 30 Sulawesi Barat 67,06 74,76 

14 Yogyakarta 66,75 69,23 31 Maluku 84,17 72,86 

15 Jawa Timur 83,16 74,05 32 Maluku Utara 69,69 71,54 

16 Banten 70,76 68,70 33 Papua 80,15 71,82 

17 Bali 74,35 73,16 34 Papua Barat 81,20 80,18 

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Layanan/Program Kemendikbud 2016 74,72 71,90 

 
 

Dengan demikian, berdasarkan indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap 
layanan/program Kebudayaan Kemendikbud 2016. Secara umum mendapat nilai yang 
sangat baik. Bahkan untuk Propinsi Jawa Barat (83,11), Jawa Tengah (80,40), Nusa 
Tenggara Timur (81,99), dan Papua Barat (80,15) telah mendapat nilai memuaskan dari 
penerima manfaat tidak langsung (Eksternal).  
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2.3    Analisa Kuadran Harapan dan Kinerja Bidang Kebudayaan 
 
Analisis kuadran antara Harapan dan Kepuasan memetakan parameter berdasarkan nilai 
harapan dan kinerja yang dinyatakan oleh pemangku kepentingan. Pemetaan 
menghasilkan empat kuadran. Kuadran I (Prioritas Utama), adalah parameter harapan 
yang dianggap penting bagi pemangku kepentingan internal namun kinerjanya kurang 
baik. Kuadran II (Pertahankan Prestasi), adalah parameter harapan yang dianggap 
penting dan kinerjanya baik. Kuadran III (Kinerja Berlebihan), adalah parameter yang 
tingkat harapannya rendah tapi justru kinerjanya dinilai tinggi. Sedangkan Kuadran IV 
(Prioritas Rendah), adalah parameter harapan yang kurang dianggap penting dan 
kinerjanya kurang baik. Karena analisis kuadran merupakan pemetaan posisi relatif dari 
kinerja dan harapan sebuah parameter layanan dibanding dengan layanan lainnya, maka, 
analisis dapat memberikan gambaran perencanaan untuk prioritasi implementasi 
program. Analisis Kuadran Terhadap Layanan dan Program Kemendikbud 2016 dapat 
dilihat pada Tabel 10. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Kuadran terhadap Kualitas Layanan dan Program Bidang Kebudayaan  
Menurut Internal Responden 
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Gambar 7. Perbandingan Hasil Analisis Kuadran berdasarkan penilaian Pemangku 
Kepentingan Penerima Manfaat Langsung (Internal) dan Penerima Manfaat Tidak 

Langsung (Eksternal) Bidang Kebudayaan 
 
 

Tabel 10. Analisis Kuadran Terhadap Layanan dan Program Kemendikbud 2016 
 

 
KUADRAN 

Penerima Manfaat  
Langsung 

(INTERNAL) 

Penerima Manfaat 
Tidak Langsung 
(EKSTERNAL) 

Kuadran ï 1. 
PRIORITAS UTAMA 

(7) Revitalisasi Desa Adat 
(10) Pencatatan Warisan 

Budaya 

 

Kuadran ï  2   
PERTAHANKAN 
PRESTASI 

(6) Bantuan Sosial Komunitas 
Budaya (9) Warisan Budaya 

Benda dan   Takbenda*) 
 

(7) Revitalisasi Desa Adat 
(8) Kemah Budaya dan Kemah Perbatasan 

(9) Warisan Budaya Benda dan Takbenda*) 
(10) Pencatatan Warisan Budaya Takbenda 

Nasional 

Kuadran ï  3  
KINERJA 
BERLEBIHAN 

 (1) Revitalisasi Cagar Budaya 
dan Permuseuman*) 

(2) Pemeliharaan Cagar 
Budaya*) 

(4) Revitalisasi Taman 
Budaya*) 

(1) Revitalisasi Cagar Budaya dan 
Permuseuman*) 

(2) Pemeliharaan Cagar Budaya*) 
(4) Revitaliasasi Taman Budaya*) 

(5) Fasilitasi Kegiatan Budaya 
(6) Bantuan Sosial Komunitas Budaya 

Kuadran ï  4 
PRIORITAS 
RENDAH 

(3) Registrasi cagar budaya*) 
(5) Fasilitasi Kegiatan Budaya 

 

(3) Registrasi Cagar Budaya*) 

 

Analisa Kuadran terhadap Kualitas Layanan dan Program Bidang Kebudayaan  
Menurut Eksternal Responden 
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*) Parameter yang sama dipilih oleh Responden Internal dan Eksternal 

Berdasarkan Gambar 7. perbandingan Hasil Analisis Kuadran berdasarkan penilaian 

Pemangku Kepentingan Penerima Manfaat Langsung (Internal) dan Penerima Manfaat 
Tidak Langsung (Eksternal) Bidang Kebudayaan serta Tabel 10. Analisis Kuadran 
terhadap kualitas layanan dan program Kemendikbud tahun 2016. Dapat diketahui bahwa 
dari aspek perencanaan sesuai kuadran ke-1, yang menjadi prioritas utama dibenahi 
adalah program (7) Revitalisasi Desa Adat dan (10) Pencatatan Warisan Budaya. 
 
Pada Kuadran ke-2, terdapat layanan dan program yang sama-sama diusulkan baik oleh 
penerima manfaat langsung ataupun penerima manfaat tidak langsung. Dalam hal ini 
layanan dan program Kemendibud yang harus dipertahankan adalah: (9) Warisan 
Budaya Benda dan Takbenda. 
 
Sedangkan untuk Kuadran ke-3 yang masuk kategori kinerja berlebihan, terdapat layanan 
dan program yang sama-sama diusulkan baik oleh penerima manfaat langsung ataupun 
penerima manfaat tidak langsung yaitu(1) Revitalisasi Cagar Budaya dan Permuseuman, 
(2) Pemeliharaan Cagar Budaya dan(4) Revitalisasi Taman Budaya. Disamping itu, ada 
perbedaan pendapat para penerima manfaat tidak langsung dimana mereka 
mengusulkan layanan dan program terkait dengan (5) Fasilitasi Kegiatan Budaya, dan (6) 
Bantuan Sosial Komunitas Budaya. 
 
Untuk kegiatan yang masuk pada Kuadran ke-4 Prioritas rendah, terdapat layanan dan 
program yang sama-sama diusulkan oleh para pihak penerima manfaat langsung 
ataupun tidak langsung yaitu kegiatan (3) Registrasi Cagar Budaya. Disamping itu, terjadi 
berbeda pendapat bahwa penerima manfaat langsung mengusulkan kegiatan (5) 
Fasilitasi Kegiatan Budaya, sementara penerima manfaat tidak langsung tidak 

mengusulkannya. 
 
2.4.  Tingkat Pencapaian Harapan Bidang Kebudayaan 
 

Tingkat pencapaian harapan merupakan perbandingan antara nilai Kinerja dengan 
Harapan (% P/E) untuk tiap parameter. Rasio antara Kinerja dengan Harapan (% P/E) 
terhadap layanan bidang kebudayaan menurut pemangku kepentingan penerima manfaat 
langsung (Internal) ada pada Gambar 8. Dan menurut pemanfaat tidak langsung 
(eksternal) ada pada pada Gambar 9. 
 
Tingkat pencapaian harapan pemangku kepentingan internal pada tahun 2016 yang 
tertinggi adalah pada parameter (3) Registrasi Cagar Budaya (97,87%), (5) Fasilitasi 
Kegiatan Budaya (97,44%), Bantuan Sosial Komunitas Budaya (97,13%), (2) 
Pemeliharaan Cagar Budaya (95,75%) dan Warisan Budaya Benda Tak Benda (95,68%). 
Sedangkan P/E terendah ada pada parameter (7) Revitalisasi Desa Adat (93,02%). 
Dalam hal ini, sekalipun pencapaian harapan sudah tinggi tetapi belum mencapai 100% 
dari harapan para pihak pemangku kepentingan dari penerima manfaat langsung. Masih 
ada yang harus ditingkatkan kegiatannya untuk dapat mencapai puncak harapan para 
pihak yang berkepentingan. 
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Gambar 8. Tingkat Pencapaian Harapan terhadap Layanan dan Program  
menurut Internal Responden 

 
Untuk tingkat pencapaian Harapan terhadap Layanan dan Program menurut Eksternal 
Responden dari Gambar 9. dapat diketahui bahwa harapan yang tercapai tertinggi 

berturut-turut adalah (1) Revitalisasi Cagar Budaya dan Permuseuman (96,78%), (2) 
Pemeliharaan Cagar Budaya (96,67%), (3) Registrasi Cagar Budaya (96,58%) dan yang 
terendah ada pada parameter (8) Kemah Budaya dan Kemah Perbatasan (92,72).  
 

 
 

Gambar 9. Tingkat Pencapaian Harapan terhadap Layanan dan Program  
Bidang Kebudayaan menurut Eksternal Responden 

 
2.5.  Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Kebudayaan 
 
Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan bidang kebudayaan 
menggunakan Analisis Model Persamaan Struktural (Structural Equation Modelling/SEM). 

Dari hasil survei kepuasan para pemangku kepentingan Kemendikbud tahun 2016, 
menunjukan hasil sebagaimana yang disajikan pada Gambar 10. 
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Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan  
Menurut Kepala Sekolah 

 

 
 
 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Kebudayaan  
Menurut Pengelola Cagar Budaya dan Pengelola Museum 
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Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Kebudayaan 
Menurut Komunitas Budaya dan Pengurus Organisasi Kepercayaan 

 
 
 

 
 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Kebudayaan  
Menurut Komunitas Seni dan Komunitas Film 
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Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Kebudayaan  
Menurut Komunitas Adat dan Pemuka Adat 

 
 

 
 
 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Kebudayaan  
Menurut Keraton 
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Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Bidang Kebudayaan  
Menurut Sanggar Seni 

 

Gambar 10.  Analisis Model Persamaan Struktural SSS Kemendikbud Tahun 2016 
 

Dari hasil analisis model persamaan structural berdasarkan pendapat dari para 
pemangku kepentingan kemendikbud, yaitu dari Kepala Sekolah/Guru/ Siswa, Pengelola 
Cagar Budaya, Pengelola Museum, Komunitas Budaya, Komunitas Seni, Komunitas Film, 
Keraton, Pengurus Organisasi Kepercayaan, Komunitas Adat, Sanggar Seni, dan 
Pemuka Adat menunjukkan bahwa: 

¶ Kualitas pelayanan/program Kebudayaan Kemendikbud akan berpengaruh secara 
langsung kepada kepuasan para pihak pemangku kepentingan baik yang secara 
langsung mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkan 
manfaat. 

¶ Parameter Prosedur dianggap oleh para kepala sekolah/guru/siswa menjadi 
parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas layanan program bidang 
kebudayaan di Kemendikbud khususnya kegiatan fasilitasi kegiatan budaya. 
Parameter lain yang secara berturutan dianggap berpengaruh terhadap kualitas 
layanan program Kemendikbud adalah parameter waktu pelaksanaan dan 
persyaratan. 

¶ Parameter kompetensi dianggap oleh para pengelola cagar budaya dan pengelola 
museum menjadi parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas layanan 
program bidang kebudayaan di Kemendikbud, khususnya secara berurutan 
terhadap kegiatan fasilitasi kegiatan budaya, revitalisasi taman budaya, revitalisasi 
cagar budaya dan permuseuman, registrasi cagar budaya, dan pemeliharaan 
cagar budaya. Parameter lain yang secara berturutan dianggap berpengaruh 
terhadap kualitas layanan program Kemendikbud adalah parameter persyaratan, 
prosedur, perilaku pelaksana, waktu pelaksanaan, produk spesifik, maklumat dan 
penanganan pengaduan. 
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¶ Menurut komunitas budaya dan organisasi kepercayaan bahwa parameter 
prosedur, maklumat serta produk spesifik merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap kegiatan fasilitasi kegiatan budaya, pencatatan warisan budaya, 
revitalisasi desa adat dan revitalisasi cagar budaya.  

¶ Parameter prosedur dianggap faktor yang paling berpengaruh oleh komunitas seni 
dan komunitas film terhadap layanan Kemendikbud khususnya kegiatan fasilitasi 
kegiatan budaya, revitalisasi cagar budaya dan permuseuman serta registrasi 
cagar budaya. Parameter lain yang juga berpengaruh adalah persyaratan, 
maklumat pelayanan dan kompetensi pelaksana.  

¶ Program Kemendikbud lainnya tetap berpengaruh terhadap kepuasan para pihak 
penerima manfaat yang secara langsung menerimanya. 

 
3. INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS 

PELAYANAN (PAN RB No.14/2014) 
 
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 telah 
menetapkan target Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud pada tahun 
2016 adalah sebesar 741*.  
 
Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud tahun 2016 dengan 
menggunakan 8 (delapan) Parameter PermenPAN-RB No.16/2014 mendapatkan indeks 
kepuasan pemangku kepentingan dari para Penerima Manfaat Langsung (Internal) 
sebesar 75,19. Indeks kepuasan pemangku kepentingan dari para Penerima Manfaat 
Tidak Langsung (Eksternal) sebesar 73,38 dengan demikian, menurut: 

¶ PermenPAN-RB No.14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi indeks 
75,19 (Internal) dan 73,38 (Ekternal) berada pada kisaran nilai 70-80 termasuk dalam 
kategori BB  

¶ PermenPAN-RB No.14/2014 dengan Interpretasi, kategori BB dengan deskripsi 
naratif sebagai kualitas pelayanan Sangat Baik. 

¶ Customer Satisfaction Index (CSI) nilai 70-80 termasuk dalam kualitas pelayanan 
Sangat Puas. 

¶ Rasio PE (Performance/Indicator) nilai 70-80 mendapat indikasi tingkat kualitas 
pelayanan Sangat Dekat dengan Harapan 

 
Dengan demikian, dari hasil survei nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan 
Kemendikbud tahun 2016 sebesar 75,19 (Internal) lebih besar dari target Renstra 
Kemendikbud pada tahun 2016 sebesar 74. 
 
Secara nasional, indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud tahun 2016 dari 

para penerima manfaat langsung (Internal) mencapai 75,19 lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan indeks kepuasan pemangku kepentingan dari para penerima manfaat tidak 

langsung (Eksternal). Hal ini menunjukkan bahwa para penerima manfaat langsung lebih 

mengetahui dan merasakan secara langsung dari layanan yang diberikan oleh 

Kemendikbud. 

 
 
 

                                                             
1* Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 
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Tabel 11. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud 2016  

Berdasarkan Parameter Pelayanan PermenPAN RB No.16/2014 
 

No. 
Parameter Pelayanan  

(Permen PAN RB 
No.16/2014) 

Penerima 
Manfaat 

Langsung 
(Internal) 

Penerima 
Manfaat Tidak 

Langsung 
(Eksternal) 

Nilai 
Kualitas *) 

1 Persyaratan Pelayanan  73,94 72,05 Sangat Baik  

2 Prosedur Pelayanan 73,37 71,57 Sangat Baik  

3 Waktu Pelayanan 73,89 71,47 Sangat Baik  

4 Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan 

74,87 71,90 
Sangat Baik 

5 Kompetensi Pelaksana 73,34 71,75 Sangat Baik 

6 Perilaku Pelaksana 74,73 72,83 Sangat Baik  

7 Maklumat Pelayanan 75,13 72,92 Sangat Baik  

8 Penanganan Pengaduan, 
Saran dan Masukan 

73,07 70,52 Sangat Baik  

 Kualitas Layanan 
Kemendikbud 2016 

75,19 73,38 Sangat Baik 

Catatan: 
*) Berdasarkan PermenPAN RB No. 14/2014 

 
Indeks tersebut merupakan kontribusi dari 8 (delapan) parameter PermenPAN-RB No.16 

Tahun 2014. Pada tahun 2016 kontribusi parameter Maklumat Pelayanan mendapat nilai 

tertinggi yaitu sebesar 75,13. Hal ini berarti bahwa para pemangku kepentingan 

pemanfaat langsung layanan program Kemendikbud merasakan para pelaksana tugas di 

Kemendikbud sudah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan. Untuk parameter Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan 

nilai terendah yaitu sebesar 73,07. Hal ini terkait dengan cara pelayanan dan pengaduan 

yang telah diberlakukan, sekalipun sudah dianggap baik tetapi masih ada beberapa 

aspek yang terkait dengan sistem pelayanan dan pengaduan belum memuaskan para 

pemangku kepentingan.  

Sedangkan para pemangku kepentingan yang tidak langsung menerima manfaat layanan 

program Kemendikbud, menempatkan parameter Perilaku Pelaksana dengan nilai 

tertinggi (72,83). Hal ini berarti bahwa para pelaksana tugas di Kemendikbud sudah 

memiliki perilaku yang sangat baik seperti disiplin, sopan dan santun, ramah, serta ikhlas 

petugas dalam memberikan pelayanan dan tidak membeda-bedakan pengguna layanan 

Kemendikbud. 

Berdasarkan kontribusi pemangku kepentingan sebagai penerima layanan langsung 

(Internal) maupun dari para penerima manfaat tidak langsung (Eksternal) dapat diketahui 

bahwa seluruh penerima manfaat memberikan nilai indeks kepuasan yang sangat baik 

sampai dengan memuaskan.  










































































































